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Abstract 

 
This study aims to examine the optimization of e-government implementation in Surabaya following the 2024 General 

Election, responding to national policy shifts that emphasize accelerated digital transformation. Utilizing a descriptive 

qualitative approach, the research analyzes policy documents and incorporates in-depth interviews with officials from 

the Surabaya Communications and Information Technology Office. Furthermore, a public survey was conducted to 

measure direct user experiences and the overall effectiveness of the city’s digital service platforms. 

The results indicate that Surabaya has successfully leveraged digital platforms such as the Surabaya Single Window 

(SSW) and e-Lapor to significantly enhance efficiency, transparency, and civic participation. The post-election political 

climate has further bolstered the local government’s commitment, reflected in increased budget allocations for digital 

infrastructure and a renewed focus on data integration. Nevertheless, the study identifies critical challenges, specifically 

the digital literacy gap among the elderly and vulnerable groups, alongside the uneven distribution of internet 

infrastructure across certain areas. 

In conclusion, e-government implementation has positively transformed the paradigm of public service delivery in 

Surabaya, yet its sustainability relies heavily on massive digital education efforts and strengthened data security. The 

impact of this research provides strategic recommendations for policymakers to enhance inter-agency collaboration and 

conduct regular evaluations. These steps are essential to ensure that digital transformation remains inclusive, adaptive, 

and effective for all segments of the population without exception. 
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Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji optimalisasi implementasi e-government di Kota Surabaya pasca-Pemilu 2024, 

sebagai respons terhadap kebijakan nasional yang menekankan percepatan transformasi digital. Dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif deskriptif, studi ini menganalisis berbagai dokumen kebijakan serta melakukan wawancara 

mendalam dengan pejabat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya. Selain itu, survei masyarakat dilakukan 

untuk mengukur pengalaman langsung pengguna terhadap efektivitas layanan digital yang disediakan oleh pemerintah 

kota. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surabaya telah berhasil memanfaatkan platform digital seperti Surabaya Single 

Window (SSW) dan e-Lapor untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi warga secara signifikan. Iklim 

politik pasca-Pemilu 2024 terbukti memperkuat komitmen pemerintah daerah yang terlihat dari peningkatan alokasi 

anggaran untuk infrastruktur digital dan fokus pada integrasi data. Meskipun demikian, penelitian ini mengidentifikasi 

tantangan krusial berupa kesenjangan literasi digital pada kelompok lansia dan masyarakat rentan, serta distribusi 

infrastruktur internet yang belum merata di seluruh wilayah. 

Sebagai kesimpulan, implementasi e-government telah secara positif mengubah paradigma penyampaian layanan publik 

di Surabaya, namun keberlanjutannya sangat bergantung pada upaya edukasi digital yang masif dan penguatan keamanan 

data. Dampak dari penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi pengambil kebijakan untuk memperkuat 

kolaborasi antar-lembaga dan melakukan evaluasi berkala. Hal ini penting dilakukan guna memastikan bahwa 

transformasi digital tetap inklusif, adaptif, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.. 

Kata Kunci: e-government, transformasi digital, pelayanan publik, Surabaya, pasca-pemilu 
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1. Pendahuluan  

Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 di 

Indonesia menandai sebuah transisi signifikan 

dalam arah kebijakan pembangunan, 

membawa serta ekspektasi baru terhadap 

efektivitas dan transparansi pemerintahan. 

Salah satu agenda krusial yang mengemuka 

dalam narasi politik pasca-Pemilu adalah 

percepatan digitalisasi di berbagai sektor, 

terutama dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik. Di tengah sorotan ini, implementasi e-

government menjadi instrumen strategis untuk 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 

lebih modern, efisien, dan responsif terhadap 

kebutuhan masyarakat. Sebagai salah satu kota 

metropolitan terdepan di Indonesia yang 

dikenal sebagai pelopor smart city, Surabaya 

telah mengambil langkah-langkah progresif 

dan inovatif dalam mengintegrasikan 

teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ke 

dalam seluruh aspek tata kelola 

pemerintahannya. Dengan rekam jejak ini, 

Surabaya menjadi studi kasus yang relevan dan 

penting untuk mengkaji secara mendalam 

bagaimana optimalisasi e-government dapat 

dilakukan pasca-Pemilu 2024, terutama dalam 

menghadapi dinamika kebijakan baru dan 

harapan publik yang semakin tinggi terhadap 

layanan digital. Berangkat dari latar belakang 

tersebut, penelitian ini merumuskan masalah 

kunci: bagaimana optimalisasi penerapan e-

government dapat secara efektif meningkatkan 

kualitas pelayanan publik di Kota Surabaya 

pasca-Pemilu 2024? Dengan demikian, tujuan 

utama dari penelitian ini adalah untuk 

menganalisis strategi yang diterapkan, 

tantangan yang dihadapi, serta dampak nyata 

dari implementasi e-government terhadap 

kualitas pelayanan publik di Surabaya setelah 

suksesi kepemimpinan politik (Anggreni & 

Purnamasari, 2022). 

Secara teoritis, e-government merujuk 

pada pemanfaatan TIK untuk mentransformasi 

interaksi antara pemerintah dengan warga 

negara (Government-to-Citizen atau G2C), 

pelaku bisnis (Government-to-Business atau 

G2B), dan entitas pemerintah lainnya 

(Government-to-Government atau G2G). 

Konsep ini tidak hanya sekadar memindahkan 

layanan manual ke dalam platform digital, 

tetapi juga bertujuan untuk menciptakan 

birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan 

akuntabel. Dalam konteks pelayanan publik 

digital, inisiatif yang dikembangkan oleh 

Pemerintah Kota Surabaya mencakup beragam 

platform daring yang dirancang untuk 

menyederhanakan prosedur birokrasi dan 

memangkas waktu layanan. Salah satu inovasi 

utamanya adalah Surabaya Single Window 

(SSW), sebuah sistem terpadu yang 

memfasilitasi perizinan dan layanan 

administrasi secara daring, memungkinkan 

warga dan pelaku usaha untuk mengajukan 

permohonan, melacak status, dan 

mendapatkan persetujuan tanpa harus datang 

ke kantor. Selain itu, e-Lapor berfungsi 
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sebagai kanal resmi bagi masyarakat untuk 

menyampaikan aduan dan masukan, 

menciptakan mekanisme umpan balik yang 

lebih cepat dan efektif. Transformasi digital 

pasca-Pemilu 2024 telah memperkuat 

komitmen ini. Perubahan kebijakan dan 

prioritas pembangunan yang dibawa oleh 

kepemimpinan baru mendorong akselerasi 

digitalisasi birokrasi, yang tercermin dari 

alokasi anggaran yang lebih besar dan regulasi 

yang lebih mendukung untuk pengembangan 

infrastruktur TIK di tingkat daerah (Pratama et 

al., 2020). 

Untuk menganalisis fenomena ini secara 

komprehensif, penelitian ini mengadopsi 

pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini 

dipilih karena memungkinkan peneliti untuk 

menggali pemahaman yang mendalam 

mengenai konteks, proses, dan dampak dari 

optimalisasi e-government di Surabaya. 

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa 

teknik yang saling melengkapi. Studi literatur 

dilakukan untuk mengumpulkan dan 

menganalisis teori-teori relevan tentang e-

government, transformasi digital, dan 

kebijakan publik dari berbagai sumber 

akademis dan non-akademis. Analisis 

dokumen digunakan untuk meninjau secara 

cermat dokumen-dokumen resmi, seperti 

Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Kota 

Surabaya, laporan tahunan Diskominfo, dan 

data survei kepuasan masyarakat yang 

diterbitkan secara internal. Selain itu, 

wawancara mendalam dengan pejabat terkait, 

khususnya dari Dinas Komunikasi dan 

Informatika (Diskominfo) Surabaya, sangat 

penting untuk mendapatkan perspektif internal 

mengenai tantangan, strategi, dan kebijakan 

yang telah atau akan diterapkan. Terakhir, 

survei kepuasan masyarakat pengguna layanan 

digital dilakukan untuk mengukur tingkat 

penerimaan, kemudahan akses, dan efektivitas 

dari sudut pandang warga sebagai pengguna 

akhir (Muzni Hanipah & Aryani, 2022). 

Berdasarkan hasil pengumpulan data, 

ditemukan bahwa optimalisasi e-government 

di Surabaya pasca-Pemilu 2024 membawa 

dampak positif yang nyata. Pertama, terkait 

inovasi. Selain SSW dan e-Lapor, Surabaya 

juga terus mengembangkan sistem terintegrasi 

lainnya, seperti e-KTP yang terhubung dengan 

layanan kependudukan dan e-Health yang 

memudahkan akses data rekam medis. 

Integrasi sistem ini menciptakan ekosistem 

layanan yang lebih efisien dan terpadu. 

Dampak nyata dari implementasi ini terlihat 

pada peningkatan efisiensi birokrasi dan 

transparansi. Waktu yang dibutuhkan untuk 

mengurus perizinan dan layanan administrasi 

menjadi jauh lebih singkat, biaya yang 

dikeluarkan berkurang, dan prosesnya dapat 

dipantau secara daring, sehingga 

meminimalisir potensi penyimpangan. Selain 

itu, sistem digital juga memfasilitasi partisipasi 
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masyarakat yang lebih besar dalam 

pengawasan layanan publik. Masyarakat kini 

memiliki kanal yang mudah untuk melaporkan 

masalah atau memberikan masukan, yang 

kemudian dapat ditindaklanjuti secara 

akuntabel oleh pemerintah (Nurhakim, 2022). 

Namun, di balik keberhasilan tersebut, 

terdapat sejumlah tantangan signifikan yang 

harus dihadapi. Salah satu hambatan terbesar 

adalah kesenjangan literasi digital. Meskipun 

Surabaya dikenal sebagai kota maju, masih ada 

sebagian besar masyarakat, terutama dari 

kalangan usia lanjut dan kelompok rentan, 

yang mengalami kesulitan dalam 

menggunakan layanan digital. Mereka sering 

kali membutuhkan bantuan fisik untuk 

mengakses aplikasi, yang secara tidak 

langsung menciptakan ketergantungan pada 

pusat-pusat layanan atau relawan. Tantangan 

kedua adalah ketidakmerataan infrastruktur 

internet. Meskipun cakupan jaringan di pusat 

kota sudah memadai, masih ada wilayah-

wilayah di pinggiran Surabaya yang memiliki 

akses internet yang terbatas atau tidak stabil, 

menghambat adopsi layanan digital secara 

menyeluruh. Terakhir, isu keamanan data dan 

perlindungan privasi menjadi kekhawatiran 

serius. Dengan semakin banyaknya data 

pribadi yang disimpan dalam sistem digital, 

risiko kebocoran data dan serangan siber 

menjadi ancaman nyata yang dapat mengikis 

kepercayaan publik (Kartika Setianingrum et 

al., 2021). 

Untuk mengatasi tantangan tersebut dan 

memastikan keberlanjutan optimalisasi e-

government, diperlukan strategi komprehensif. 

Pertama, edukasi dan pelatihan literasi digital 

harus terus digalakkan. Pemerintah Kota 

Surabaya dapat berkolaborasi dengan 

komunitas, sekolah, dan universitas untuk 

menyelenggarakan program-program 

pelatihan yang ditargetkan untuk kelompok 

masyarakat yang kurang terliterasi secara 

digital. Kedua, penguatan infrastruktur 

menjadi prioritas mutlak. Pemerintah perlu 

berinvestasi lebih besar dalam perluasan 

jaringan internet publik yang gratis dan stabil, 

serta meningkatkan kapasitas pusat data. 

Ketiga, kolaborasi multispektor antara 

pemerintah, sektor swasta, dan komunitas 

digital perlu diperkuat untuk mendorong 

inovasi dan pengembangan aplikasi yang lebih 

user-friendly dan aman. Terakhir, peningkatan 

sistem keamanan data harus menjadi bagian 

tak terpisahkan dari setiap pengembangan 

layanan digital, dengan menerapkan standar 

keamanan yang ketat dan melakukan audit 

rutin (Pertiwi & Azis, 2022). 

Sebagai kesimpulan, optimalisasi 

penerapan e-government di Kota Surabaya 

pasca-Pemilu 2024 telah membawa dampak 

positif yang transformatif terhadap kualitas 

pelayanan publik, terutama dalam hal efisiensi, 
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transparansi, dan partisipasi warga. Berbagai 

inovasi, didukung oleh komitmen politik baru, 

telah membuktikan bahwa digitalisasi adalah 

kunci untuk birokrasi yang lebih baik. Namun, 

perjalanan menuju pelayanan digital yang 

inklusif dan merata masih panjang. Tantangan 

seperti kesenjangan literasi digital, 

infrastruktur yang belum merata, dan 

kekhawatiran keamanan data menuntut 

respons yang terencana dan strategis. Oleh 

karena itu, Pemerintah Kota Surabaya perlu 

mengambil langkah proaktif untuk 

memperkuat fondasi digitalnya, memastikan 

bahwa semua lapisan masyarakat dapat 

menikmati manfaat dari era pemerintahan 

digital ini. Upaya ini tidak hanya akan 

meningkatkan kualitas layanan publik, tetapi 

juga akan memperkuat posisi Surabaya sebagai 

kota terdepan di Indonesia yang berorientasi 

pada inovasi dan kemajuan. 

Penelitian terdahulu seperti yang 

dilakukan oleh Pratama & Wiranti (2021) 

dalam "Efektivitas Layanan Surabaya Single 

Window (SSW) dalam Upaya Meningkatkan 

Kualitas Pelayanan Publik" telah 

mengonfirmasi keberhasilan Surabaya dalam 

memangkas birokrasi melalui platform digital 

yang terintegrasi. Hal ini diperkuat oleh studi 

Sari (2023) dalam "Implementasi Smart City di 

Kota Surabaya: Tantangan dan Keberlanjutan" 

yang menyoroti infrastruktur digital Surabaya 

sebagai standar nasional bagi tata kelola kota 

cerdas. Namun, literatur-literatur tersebut 

umumnya masih berfokus pada efisiensi 

operasional atau dampak pasca-pandemi dan 

belum menyentuh pengaruh langsung dari 

dinamika politik nasional terhadap 

keberlanjutan kebijakan transformasi digital. 

Kebaruan penelitian ini muncul dari 

integrasi aspek politik pasca-Pemilu 2024 

dengan tantangan sosial yang diidentifikasi 

oleh Nugroho dkk. (2022) dalam "Digital 

Literacy and the Adoption of E-Government 

Services in Urban Areas", yaitu kesenjangan 

literasi pada kelompok rentan. Sementara 

Fauzi & Ramadhan (2023) melalui "Digital 

Politics: E-Government as a Tool for Electoral 

Accountability" melihat platform digital 

sebagai instrumen akuntabilitas janji 

kampanye, penelitian ini melangkah lebih jauh 

dengan menganalisis bagaimana alokasi 

anggaran pasca-pemilu menjadi katalisator 

integrasi data. Dengan merujuk pada standar 

keamanan yang ditekankan oleh Hidayat 

(2020) dalam "Keamanan Informasi pada 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik", 

penelitian ini mengevaluasi apakah penguatan 

infrastruktur di era baru 2024 telah secara 

efektif menjawab tantangan inklusivitas bagi 

seluruh warga Surabaya 
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2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran 

Penerapan teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan 

pemerintahan telah menjadi keniscayaan 

global, sebuah fenomena yang dikenal luas 

sebagai e-government. Konsep ini melampaui 

sekadar penggunaan komputer dan internet di 

lingkungan birokrasi; ia merupakan sebuah 

transformasi fundamental yang bertujuan 

untuk menciptakan pemerintahan yang lebih 

efisien, transparan, dan akuntabel. Menurut 

(Bao et al., 2023), e-government adalah 

penggunaan TIK untuk meningkatkan cara 

pemerintah berinteraksi dengan warga negara, 

pelaku bisnis, dan pihak-pihak internal 

pemerintahan sendiri. Interaksi ini dapat 

diklasifikasikan ke dalam tiga model utama: 

Government-to-Citizen (G2C), yang 

mencakup layanan langsung kepada 

masyarakat seperti pembayaran pajak atau 

pendaftaran akta lahir secara daring; 

Government-to-Business (G2B), yang 

memfasilitasi hubungan antara pemerintah dan 

sektor swasta, seperti pengurusan perizinan 

usaha atau tender pengadaan barang; dan 

Government-to-Government (G2G), yang 

berfokus pada pertukaran informasi dan 

kolaborasi antarlembaga pemerintahan untuk 

meningkatkan koordinasi dan efisiensi 

birokrasi (Haris, 2023). Tujuan utama dari e-

government adalah untuk menyederhanakan 

proses, mengurangi birokrasi, menghemat 

biaya, dan memangkas waktu tunggu, 

sekaligus meningkatkan akurasi data dan 

memperkuat partisipasi publik. Integrasi TIK 

dalam tata kelola pemerintahan diharapkan 

dapat menghapus hambatan geografis dan 

waktu, sehingga layanan publik dapat diakses 

kapan saja dan dari mana saja, menciptakan 

pengalaman yang lebih baik bagi seluruh 

pemangku kepentingan. 

Transformasi digital yang kian masif telah 

melahirkan konsep pelayanan publik digital, 

sebuah evolusi dari e-government yang 

menekankan pada ketersediaan layanan secara 

penuh atau sebagian besar melalui platform 

daring. Di Indonesia, khususnya di Kota 

Surabaya, pelayanan publik digital telah 

menjadi salah satu pilar utama dalam 

pembangunan smart city. Surabaya, dengan 

visi menjadi kota modern yang berorientasi 

pada teknologi, telah mengembangkan 

berbagai inisiatif inovatif untuk menjawab 

kebutuhan masyarakat yang semakin digital. 

Salah satu inisiatif paling menonjol adalah 

Surabaya Single Window (SSW), sebuah 

sistem perizinan terpadu yang memungkinkan 

warga dan pelaku bisnis untuk mengajukan 

permohonan berbagai jenis perizinan melalui 

satu pintu daring. Sistem ini mengintegrasikan 

layanan dari berbagai dinas dan instansi, mulai 

dari perizinan usaha, izin mendirikan 

bangunan, hingga surat keterangan lainnya. 

Kehadiran SSW secara signifikan memangkas 
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prosedur manual yang rumit dan panjang, 

mengurangi pertemuan fisik antara pemohon 

dan petugas, dan pada akhirnya meminimalkan 

potensi praktik korupsi. Inovasi lainnya adalah 

e-Lapor, sebuah kanal daring yang dirancang 

untuk menampung pengaduan, masukan, dan 

aspirasi masyarakat secara real-time (Elina & 

Bangsawan, 2020). Platform ini tidak hanya 

menyediakan mekanisme pengaduan yang 

mudah diakses, tetapi juga mendorong 

akuntabilitas pemerintah dengan melacak 

status setiap laporan dan memastikan adanya 

tindak lanjut dari instansi terkait. Inisiatif 

lainnya, seperti integrasi data melalui e-KTP 

dan e-Health, menunjukkan komitmen 

Surabaya untuk menciptakan ekosistem digital 

yang terhubung dan interoperabel, di mana 

data kependudukan dan rekam medis dapat 

diakses secara terpadu oleh pihak yang 

berwenang, sehingga layanan publik menjadi 

lebih personal dan efisien (Tasyah et al., 2021). 

Percepatan transformasi digital di sektor 

pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari 

konteks politik. Pasca-Pemilihan Umum 

(Pemilu) 2024, terjadi pergeseran prioritas dan 

visi pembangunan yang secara tegas 

mendorong akselerasi digitalisasi birokrasi. 

Visi kepemimpinan baru, baik di tingkat 

nasional maupun daerah, memperkuat 

komitmen terhadap reformasi birokrasi yang 

berbasis digital. Hal ini memicu pemerintah 

daerah, termasuk Kota Surabaya, untuk 

mengalokasikan sumber daya lebih besar guna 

memperkuat infrastruktur TIK dan 

mengembangkan inovasi layanan digital. 

Momentum politik ini memberikan landasan 

hukum dan dukungan finansial yang kuat bagi 

pemerintah daerah untuk melanjutkan dan 

memperluas proyek-proyek e-government 

yang telah ada. Keputusan untuk 

memprioritaskan digitalisasi birokrasi bukan 

hanya respons terhadap tuntutan global, tetapi 

juga cerminan dari meningkatnya ekspektasi 

publik yang menginginkan pelayanan yang 

cepat, transparan, dan mudah diakses. 

Masyarakat yang semakin akrab dengan 

teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari 

menuntut agar pemerintah juga mampu 

menyediakan layanan dengan standar serupa. 

Dengan demikian, konteks pasca-Pemilu 2024 

bertindak sebagai katalisator, mendorong 

pemerintah daerah untuk melangkah lebih jauh 

dari sekadar implementasi dasar e-government 

menuju transformasi digital yang lebih 

komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan. 

Integrasi antara prinsip-prinsip dasar e-

government, inisiatif pelayanan publik digital 

yang konkret, dan dorongan politik pasca-

Pemilu 2024 membentuk kerangka pemikiran 

yang relevan untuk mengkaji optimalisasi 

layanan publik di Surabaya. Meskipun 

Surabaya telah berada di jalur yang tepat, 

transisi menuju pemerintahan digital yang 

seutuhnya tidaklah tanpa hambatan. Tantangan 
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seperti kesenjangan literasi digital, 

infrastruktur yang belum merata, dan 

kekhawatiran tentang keamanan siber masih 

menjadi isu krusial yang perlu ditangani. 

Keberlanjutan dan efektivitas e-government 

sangat bergantung pada kemampuan 

pemerintah untuk tidak hanya membangun 

platform, tetapi juga memastikan bahwa 

platform tersebut dapat diakses dan digunakan 

oleh seluruh lapisan masyarakat. Di sinilah 

letak pentingnya kolaborasi antara pemerintah, 

sektor swasta, dan komunitas digital untuk 

menciptakan ekosistem yang suportif. 

Kebijakan publik yang dihasilkan pasca-

Pemilu 2024 diharapkan mampu menjawab 

tantangan-tantangan ini secara holistik, tidak 

hanya berfokus pada pengembangan 

teknologi, tetapi juga pada pemberdayaan 

masyarakat dan peningkatan infrastruktur yang 

merata. Dengan demikian, implementasi e-

government tidak hanya akan meningkatkan 

kualitas pelayanan publik, tetapi juga 

berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup 

masyarakat secara keseluruhan, memperkuat 

kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 

responsif dan inklusif di era digital. 

 

3. Objek dan Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif deskriptif untuk memberikan 

gambaran yang mendalam dan komprehensif 

mengenai fenomena optimalisasi e-

government di Kota Surabaya. Pendekatan ini 

dipilih karena memungkinkan peneliti untuk 

mengeksplorasi secara holistik konteks, 

proses, dan dampak dari implementasi layanan 

digital, melampaui data statistik semata. Objek 

utama penelitian ini adalah implementasi 

pelayanan publik berbasis e-government di 

Kota Surabaya pasca-Pemilu 2024, dengan 

fokus pada bagaimana dinamika kebijakan 

baru mempengaruhi efektivitas sistem yang 

ada. Untuk mengumpulkan data yang relevan, 

beberapa teknik digunakan secara terintegrasi 

(Juliarso, 2019). Pertama, studi literatur dan 

analisis dokumen dilakukan untuk 

membangun kerangka teoritis dan pemahaman 

kontekstual, dengan meninjau literatur 

akademis, dokumen kebijakan resmi, dan 

laporan tahunan Pemerintah Kota Surabaya 

terkait inisiatif e-government. Kedua, 

wawancara mendalam dilakukan dengan 

pejabat Dinas Komunikasi dan Informatika 

(Diskominfo) Kota Surabaya untuk 

memperoleh perspektif internal mengenai 

strategi, tantangan, dan komitmen yang ada 

dalam proses digitalisasi. Terakhir, survei 

disebarkan kepada masyarakat pengguna 

layanan digital untuk mengukur tingkat 

kepuasan, kemudahan akses, dan partisipasi 

mereka. Seluruh data yang terkumpul 

kemudian dianalisis menggunakan metode 

kualitatif yang dimulai dengan reduksi data 

untuk memilah informasi yang paling relevan. 
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Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk 

narasi deskriptif yang koheren, dan pada 

akhirnya, penarikan kesimpulan dilakukan 

berdasarkan sintesis dari seluruh temuan untuk 

menjawab rumusan masalah penelitian 

(Aprianty, 2016). 

 

4. Hasil dan Pembahasan  

Tiga tahun setelah Pemilihan Umum 

(Pemilu) 2024, dinamika politik di Indonesia 

telah menciptakan momentum baru yang 

mempercepat agenda pembangunan, termasuk 

sektor digital. Di tengah pergeseran prioritas 

ini, Kota Surabaya kembali menunjukkan 

posisinya sebagai pionir dalam implementasi 

e-government. Laporan ini menyajikan hasil 

dan pembahasan mendalam mengenai 

optimalisasi penerapan e-government di 

Surabaya, mengkaji inovasi yang telah 

dikembangkan, dampak yang dirasakan pasca-

Pemilu 2024, tantangan yang masih dihadapi, 

serta strategi yang dirumuskan untuk 

mengatasi hambatan tersebut. Analisis ini 

dibangun dari berbagai data primer dan 

sekunder, termasuk observasi terhadap kinerja 

sistem digital pemerintah kota, wawancara 

dengan pembuat kebijakan, dan survei 

terhadap masyarakat pengguna layanan. 

Temuan menunjukkan bahwa meskipun 

Surabaya telah mencapai kemajuan signifikan, 

perjalanan menuju pemerintahan digital yang 

seutuhnya masih memerlukan upaya dan 

strategi yang terencana. 

Inovasi E-Government di Surabaya 

Pemerintah Kota Surabaya telah 

mengadopsi pendekatan inovatif dalam 

pengembangan e-government, yang tidak 

hanya berfokus pada digitalisasi layanan, 

tetapi juga pada penciptaan ekosistem digital 

yang terintegrasi. Salah satu platform andalan 

yang telah disempurnakan adalah Surabaya 

Single Window (SSW). Sistem terpadu ini 

berfungsi sebagai gerbang tunggal bagi warga 

dan pelaku usaha untuk mengurus berbagai 

jenis perizinan dan layanan publik. SSW 

memungkinkan pengguna untuk mengajukan 

permohonan, melampirkan dokumen, 

memantau status permohonan secara real-time, 

dan menerima notifikasi, semua dilakukan 

secara daring tanpa harus berinteraksi 

langsung dengan petugas atau mendatangi 

kantor fisik. Inovasi ini secara drastis 

memangkas rantai birokrasi, mengurangi biaya 

operasional, dan yang paling penting, 

meminimalkan potensi pungutan liar atau 

praktik korupsi. Keberadaan SSW telah 

mengubah paradigma pelayanan publik, dari 

yang tadinya berorientasi pada proses birokrasi 

menjadi berorientasi pada kemudahan bagi 

masyarakat. 

Selain SSW, inovasi penting lainnya 

adalah e-Lapor, sebuah kanal resmi yang 

dirancang sebagai jembatan komunikasi dua 
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arah antara pemerintah dan warga. Melalui e-

Lapor, masyarakat dapat menyampaikan 

aduan, keluhan, atau masukan terkait berbagai 

isu publik, mulai dari masalah infrastruktur 

jalan, sampah, hingga layanan kesehatan. 

Fitur-fitur seperti unggahan foto, penandaan 

lokasi (geo-tagging), dan sistem pelacakan 

laporan membuat e-Lapor menjadi alat yang 

ampuh untuk meningkatkan partisipasi warga 

dan akuntabilitas pemerintah. Respons yang 

cepat dan terukur dari dinas terkait terhadap 

setiap laporan yang masuk telah membangun 

kepercayaan publik dan menumbuhkan rasa 

kepemilikan masyarakat terhadap kota mereka. 

Pengembangan ini semakin diperkuat dengan 

integrasi data kependudukan dan layanan 

administrasi melalui sistem seperti e-KTP dan 

e-Health. Integrasi ini memungkinkan 

pemerintah untuk menciptakan basis data 

tunggal yang akurat, mengurangi redundansi 

data, dan memfasilitasi pertukaran informasi 

antar-instansi secara efisien. Misalnya, data 

dari e-KTP dapat langsung digunakan untuk 

mendaftar layanan kesehatan, administrasi 

kependudukan, atau layanan sosial lainnya, 

menciptakan pengalaman yang mulus bagi 

pengguna dan meningkatkan efisiensi 

operasional pemerintah. 

Dampak Pasca-Pemilu 2024 

Transisi politik pasca-Pemilu 2024 telah 

memberikan dorongan signifikan bagi agenda 

digitalisasi di Surabaya. Komitmen 

kepemimpinan baru, baik di tingkat nasional 

maupun lokal, telah mengalihkan fokus dan 

alokasi sumber daya yang lebih besar ke sektor 

TIK. Hal ini tercermin dari adanya kebijakan 

baru yang secara eksplisit memprioritaskan 

pembangunan infrastruktur digital. 

Peningkatan anggaran dialokasikan untuk 

memperluas jaringan internet publik, 

meningkatkan kapasitas server, dan 

membangun pusat data yang lebih modern. 

Infrastruktur yang lebih kokoh ini menjadi 

fondasi yang vital untuk mendukung 

skalabilitas dan stabilitas layanan digital di 

masa depan. Dampak paling nyata dari 

dorongan politik ini adalah peningkatan 

partisipasi masyarakat. Dengan semakin 

mudahnya akses terhadap layanan digital, 

jumlah pengguna aplikasi pemerintah 

meningkat drastis. Partisipasi ini tidak hanya 

terbatas pada penggunaan layanan, tetapi juga 

meluas ke partisipasi warga dalam mengawasi 

dan memberikan masukan terhadap kinerja 

layanan publik, yang sebelumnya sulit 

dilakukan. 

Peningkatan partisipasi ini berkontribusi 

langsung pada terciptanya transparansi dan 

akuntabilitas yang lebih baik. Sistem digital 

secara alami menciptakan jejak audit (audit 

trail) untuk setiap transaksi dan interaksi. 

Warga dapat melacak setiap tahapan 

permohonan mereka, sementara pejabat dapat 

memonitor kinerja staf dan instansi secara real-
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time. Keberadaan jejak digital ini 

meminimalisir ruang gerak untuk praktik 

korupsi dan kolusi, karena setiap proses 

menjadi terbuka dan dapat diverifikasi. 

Dengan demikian, penerapan e-government 

pasca-Pemilu 2024 bukan hanya tentang 

efisiensi, tetapi juga tentang pembangunan 

ulang kepercayaan publik terhadap 

pemerintah. Pelayanan yang cepat, transparan, 

dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja 

menjadi bukti konkret dari komitmen 

pemerintah untuk melayani masyarakat secara 

lebih baik, sejalan dengan janji-janji kampanye 

yang berfokus pada reformasi birokrasi. 

Tantangan dan Hambatan 

Meskipun Surabaya telah meraih banyak 

keberhasilan, penerapan e-government tidak 

luput dari tantangan yang signifikan. Salah 

satu hambatan utama adalah kesenjangan 

literasi digital. Meskipun mayoritas 

masyarakat usia produktif sudah terbiasa 

dengan teknologi, kelompok masyarakat usia 

lanjut dan mereka yang berasal dari latar 

belakang pendidikan rendah sering kali 

kesulitan untuk mengakses dan menggunakan 

layanan digital. Antarmuka aplikasi yang rumit 

atau jargon teknologi yang asing dapat menjadi 

penghalang besar bagi mereka. Akibatnya, 

alih-alih mempermudah, layanan digital justru 

menciptakan “diskriminasi digital” yang 

mengecualikan sebagian masyarakat. 

Tantangan kedua adalah infrastruktur internet 

yang belum merata. Meskipun Surabaya 

adalah kota besar, masih terdapat wilayah 

pinggiran atau permukiman yang memiliki 

akses internet yang lambat, tidak stabil, atau 

bahkan tidak tersedia. Ketidakmerataan ini 

menciptakan kesenjangan akses yang 

memengaruhi kemampuan warga di daerah 

tersebut untuk memanfaatkan layanan e-

government secara optimal. 

Tantangan terakhir yang tidak kalah 

penting adalah keamanan data dan 

perlindungan privasi. Dengan semakin 

banyaknya data pribadi yang dikumpulkan dan 

disimpan oleh sistem pemerintah, risiko 

kebocoran data menjadi kekhawatiran serius. 

Tanpa sistem keamanan siber yang kuat dan 

regulasi yang jelas mengenai perlindungan 

data pribadi, masyarakat akan enggan untuk 

mempercayakan informasi sensitif mereka 

kepada pemerintah. Sebuah insiden kebocoran 

data tunggal dapat dengan mudah mengikis 

kepercayaan publik yang telah dibangun 

selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, 

memastikan bahwa seluruh sistem digital 

aman, andal, dan menjamin kerahasiaan data 

pengguna menjadi tantangan yang harus terus-

menerus diatasi seiring dengan pesatnya 

pengembangan teknologi. 

Strategi Optimalisasi 

Untuk mengatasi tantangan yang telah 

diidentifikasi, Pemerintah Kota Surabaya telah 

merumuskan beberapa strategi optimalisasi. 
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Pertama, melalui edukasi dan pelatihan literasi 

digital yang ditargetkan. Program-program ini 

tidak hanya fokus pada pengenalan teknologi 

dasar, tetapi juga pada cara menggunakan 

aplikasi layanan publik spesifik dan 

memahami risiko keamanan daring. Pelatihan 

ini diselenggarakan di tingkat kelurahan dan 

RW, melibatkan tokoh masyarakat dan 

relawan untuk memastikan jangkauan yang 

lebih luas dan efektivitas yang lebih baik. 

Kedua, Pemerintah Kota Surabaya 

memperkuat kolaborasi antara pemerintah, 

swasta, dan komunitas digital. Kolaborasi 

dengan sektor swasta, seperti perusahaan 

telekomunikasi, dapat membantu memperluas 

cakupan jaringan internet, sementara kerja 

sama dengan komunitas digital dan startup 

lokal dapat menghasilkan inovasi-inovasi 

layanan yang lebih user-friendly dan sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. 

Strategi ketiga dan yang paling krusial 

adalah peningkatan integrasi sistem dan 

interoperabilitas antar layanan digital 

pemerintah daerah. Tujuan utamanya adalah 

untuk menciptakan layanan publik yang 

terpadu dan tanpa batas bagi pengguna. Ini 

berarti bahwa data yang dimasukkan oleh 

seorang warga untuk satu layanan (misalnya, 

perizinan usaha) dapat secara otomatis 

digunakan oleh sistem lain (misalnya, layanan 

pajak atau BPJS) tanpa perlu memasukkan 

data yang sama berulang kali. Interoperabilitas 

ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi 

juga mengurangi beban administratif bagi 

masyarakat dan meminimalisir kesalahan data. 

Penerapan strategi-strategi ini secara terpadu 

diharapkan dapat mengatasi kesenjangan yang 

ada, memastikan bahwa e-government di 

Surabaya tidak hanya efisien, tetapi juga 

inklusif, aman, dan dapat dinikmati oleh 

seluruh lapisan masyarakat, sehingga cita-cita 

pemerintahan digital yang modern dan 

berorientasi pada pelayanan dapat terwujud 

sepenuhnya. 

 

5. Kesimpulan dan Rekomendasi 

 Optimalisasi penerapan e-government 

di Kota Surabaya pasca-Pemilu 2024 telah 

terbukti membawa dampak positif yang 

signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. 

Peningkatan efisiensi, transparansi, dan 

partisipasi masyarakat menjadi indikator 

utama keberhasilan yang dicapai melalui 

inovasi seperti Surabaya Single Window 

(SSW) dan e-Lapor. Platform-platform ini 

secara efektif telah mempermudah akses warga 

terhadap berbagai layanan pemerintah, 

memangkas birokrasi, dan menumbuhkan 

kepercayaan publik. Meskipun demikian, 

keberhasilan ini belum sepenuhnya 

menyeluruh karena masih adanya tantangan 

besar, yaitu kesenjangan literasi digital di 

kalangan masyarakat tertentu dan 

ketidakmerataan infrastruktur teknologi. 



JIPSi 
Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi  
Volume XV No. 2 Tahun 2025 

 

242 
 

Untuk mengatasi hambatan ini, Pemerintah 

Kota Surabaya perlu mengambil langkah 

proaktif. Rekomendasi utama mencakup 

perluasan program edukasi literasi digital 

secara lebih intensif dan terstruktur, 

menjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta 

penguatan infrastruktur melalui investasi 

berkelanjutan untuk memastikan akses yang 

merata. Selain itu, evaluasi berkala terhadap 

efektivitas layanan menjadi krusial untuk 

memastikan relevansi, dan pengembangan 

aplikasi harus selalu memprioritaskan 

keamanan data dan perlindungan privasi guna 

menjaga kepercayaan pengguna. 
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